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ABSTRAK

Rafian Rifansyah

401.11.11.053

PERTANGGUNG JAWABAN KOPERASI TERHADAP PELUNASAN
HUTANG MODAL DARI PEMERINTAH DITINJAU

DARI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR
17 TAHUN 1994 TENTANG PEMBUBARAN

KOPERASI OLEH PEMERINTAH

Skripsi. Fakultas Hukum. 2018

Kata Kunci: Koperasi, Hutang, Prosedur Pembubaran Koperasi

Penelitian Ini berlatar belakang masalah pertanggung jawaban koperasi terhadap
pelunasan Hutang modal dari pemerintah ditinjau dari Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh Pemerintah serta
akibat hukum apabila koperasi tersebut batal dibubarkan dan dibubarkan di
Bangka Belitung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pertanggungjawaban
Koperasi Terhadap Pelunasan Hutang Modal Dari Pemerintah Ditinjau Dari
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 Tentang Pembubaran Koperasi Oleh
Pemerintah. Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif, yaitu mengkaji ketentuan
hukum positif (Perundang-undangan). dengan mengunakan pendekatan penelitian
yang digunakan yuridis empiris, yaitu memandang hukum sebagai fenomena
sosial (yang berbeda dengan penelitian hukum normatif yang memandang hukum
sebagai norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum
nasional), Data yang diperoleh melalui wawancara narasumber. Teori yang
digunakan pada penelitian ini adalah Teori kewenangan (authoritythrory), Teori
Pengawasan dan Teori Efektivitas Hukum.Hasil penelitian ini menunjukan
koperasi yang tidak dapat dibubarkan antara lain karena koperasi tersebut masih
tersangkut masalah pinjaman model dari pemerintah yang tidak ada
pertanggungjawaban nya dari koperasi tersebut, sehingga dengan kata lain sampai
hari ini belum satupun koperasi yang dapat dibubarkan terkait pinjaman modal
yang digulirkan oleh pemerintah dengan kata lain baik pemerintah di tingkat
daerah hingga pusat tersekesan melakukan pembiaran dengan kucuran dana yg
milyaran. Jika mau dipertanggungjawabkan masalah ini dapat diselesaikan pula
secara hukum dipengadilan. Karena ketidakjelasan dana yang ada. Dan tidak
dapat di pertanggungjawabkan.
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ABSTRACT

Rafian Rifansyah

401.11.11.053

COORPERATIVE RESPONSIBILITY OF THE CAPITAL LOAN PAYMENT
ACCORDING TO THE GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17 YEAR

1994 ABOUT COORPERATIVE DISPERSAL BY GOVERNMENT

Essay. Fakulty of Law. 2018

Keywords: Coorperative,Loan,Procedure of Coorperative Dispersal

This research based on a problem of  coorperative responsibility of the capital
loan payment according to the government regulation number 17 year 1994 about
coorperative dispersal by government  and legal consequence if that coorperative
canceled to be disperse. This research aim to know aout the oorperative
responsibility of the capital loan payment according to the government regulation
number 17 year 1994 about coorperative dispersal by government. Based on
Juridical Normative, which is reviewing certainty of positive legal (Perundang-
undangan). By using jurical empiric, considered legal as social phenomenon
(different with the normative legal research, considered legal as positive norms in
a  national laws constitution), Data obtained through interiews by interviewees.
By using authority theory (authoritythrory), Supervision theory and Effectiveness
Law Theory. The result of this research shows that coorperative can’t disperse
because it still stuck on capital loan by government state there is no responsibility
from each coorperative, so in the other words until this day there are no one yet
who can dispersal related capital loan are rolled out by the governement as well
as government at district level to center impressed doing the omission with many
billions. If this case wants to acoounted for, it can be solve by legal in court.
Because obscurity of fund and it can be accounted for.
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